BABII

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DAN PEMIDANAAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1.

Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan
pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi
merupakan termologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum
perdata.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dikutip oleh Muladi dan
Dwidja Priyatno yang dimaksud dengan corporatie atau korporasi adalah
suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun Yan Pramadya
Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu
perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disini
yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh
hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai
pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat

ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah
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PT (Perseroan Terbatas),N.V. (namloze vennootschap), dan yayasan
(stichting), bahkan negara juga merupakan badan hukum.'

Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-
undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pengertian korporasi di
dalam hukum pidana sebagai ius constituendum dapat dijumpai dalam
Konsep Rancangan KUHP baru Buku 1 2004-2005 Pasal 182 yang
dikutip dalam bukunya Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan,
“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau
kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.””

Ternyata pengertian korporasi dalam konsep rancangan Buku 1
KUHP 2004-2005, tersebut mirip dengan pengertian korporasi di negara
Belanda, sebagaimana terdapat dalam bukunya Van Bemmelen yang
dikutip oleh muladi dalam buku yang berjudul Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi antara lain menyatakan, “Dalam naskah dari bab ini
selalu dipakai dalil umum ‘korporasi’, yang mana termasuk semua badan
hukum khusus dan umum (maksudnya badan hukum privat dan badan
hukum publik), perkumpulan, yayasan, pendeknya semua perseroan yang

tidak bersifat alamiah.”

" Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), 25.

% Ibid., 32
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Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan
hukum. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dapat
dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan
pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang
terhadap badan hukum atau terhadap mereka yang memerintahkan
melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang
bertindak sebagai pimpinan melakukan tindakan yang dilarang itu.

Dengan demikian, ternyata korporasi dalam hukum pidana lebih
luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi
dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa
berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut
hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.
Apabila dalam tindak pidana subversi dikenal sebagai subjek hukum
“organisasi lainnya”, ini pun tidak jelas apakah organisasi tersebut
berbadan hukum atau tidak.” Dengan demikian, hal ini membuktikan
bahwa subjek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas
pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya
dikenal diluar KUHP khususnya dalam perundang-undangan khusus,
sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab, berdasarkan
pasal 59 KUH Pidana, “Dalam hal menentukan hukuman karena
pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau

komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau

3 Ibid., 34.
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komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar
tanggungannya.”
Subjek hukum pidana korporasi tidak dikenal, karena menurut

hukum pidana umum subjek hukumnya adalah manusia.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Hukum Pidana

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana hanya diakui
dalam Undang-Undang tindak pidana khusus (diluar KUHP), sedangkan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) korporasi tidak
diakui sebagai subjek hukum. Seiring berjalannya waktu dan penggalian
terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek
hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana.

Berbicara tentang sejarah korporasi sebagai subjek hukum pidana,
menurut KUHP Indonesia yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan
individual. Sistem hukum pidana di Indonesia tidak memungkinkan
penjatuhan denda kepada korporasi, oleh karena pihak yang dijatuhi
pidana denda diberikan pilihan untuk menggantinya dengan pidana
denda kurungan pengganti denda (Pasal 30 (1-4) KUHP).

Disamping itu tidak berlakunya pidana bagi korporasi di dalam,
karena KUHP Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental
(civil law) agak tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara
”common law”seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. Di negara-

negara “Common Law” tersebut perkembangan pertanggungjawaban
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pidana korporasi sudah dimulai sejak Revolusi Industri. Pengadilan
Inggris mengawalinya pada tahun 1842, dimana korporasi telah dijatuhi
pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban
hukum.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subjek
hukum pidana mengalami perkembangan secara bertahab. Pada

umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahap.*

a) Tahap Pertama

Pada tahap ini yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana adalah
manusia alamiah (natuurlijke persoon). Pandangan ini dianut oleh
KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. Pandangan ini dipengaruhi
oleh asas “societas delinquere non potest’ yaitu badan hukum tidak
dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan
terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan
oleh pengurus korporasi tersebut.

Pandangan ini merupakan dasar bagi pembentukan Pasal 59 KUHP
(Pasal 51 W.v.S. Nederland) yang menyatakan “Dalam hal-hal di mana
karena ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan
pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan
pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan

pelanggaran tidak dipidana”.’

*Ibid., 53
3 1bid., 54
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b) Tahap Kedua

Pada tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana,
akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, adalah
para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut, dan
hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang hal tersebut.’
c) Tahap Ketiga

Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan
meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan
menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini antara lain
karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh
korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat, dapat demikian
besarnya, sehingga tak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya
dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa
dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan
bahwa korporasi tidak akan mengulang delik tersebut. Dengan
memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat
korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati

peraturan yang bersangkutan.’

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

1.

Masalah Pertanggungjawaban Pidana

% Ibid., 55
7 1Ibid., 57
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Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat
dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan
oleh simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai “suatu perbuatan
yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan
hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap
bertanggung jawab atas perbuatannya’.

Menurut aliran monism, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik
unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur
pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu,
dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatannya, maka dapatlah
disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat
penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi
strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Menurut A.Z. Abiding, Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang menyatakan bahwa
aliran monistis terhadap strafbaar feit penganutnya merupakan
mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai
bagian strafbaar feit. Misalnya Ch.J.E. Enschede dan A. Heijder
melukiskan strafbaar feit sebagai een daaddader-complex. Adapun J.M.
van Bemmelen tidak memberikan definisi teoretis, namun menyatakan
bahwa harus dibedakan antara bestanddelen (bagian inti) dan element

(unsur) stratbaar feit®

¥ A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). 44-45.
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Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang strafbaar
feit  atau  criminal act  berpendapat, bahwa  unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang
meliputi:9
a) Kemampuan bertanggung jawab
b) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
c¢) Tidak ada alasan pemaaf.

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur
kesalahan. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias yang dikutip
dalam bukunya Sudartto, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana,

yaitu:10

a) Sifat melawan hukum (unrecht);
b) Kesalahan (schuld); dan
c) Pidana (strafe).

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak
termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk
kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan
perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia

dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau

® Tbid., 45-46
' Sudartto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983). 6.
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tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.'’

Berhubungan dengan hal itu, dipidananya seseorang tidaklah cukup
apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
hukum atau sifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya
memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan
(an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum
memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih
perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Disini berlaku
apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (keine strafe ohne
schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa),"* culpa
disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.

Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi

.13
beberapa unsur, antara lain:

a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat.

b) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk
kesalahan

c¢) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan

pemaaf.

""" Roeslan Salen, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru,
1983)., 75.
"2 Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., 71.
13 11
Ibid., 76
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Tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti
demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada
yang disebutkan terlebih dahulu. Inti dari unsur tersebut tidak mungkin
dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila
orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung
jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang
membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat
dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung
jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

a) la mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran

tersebut.

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggung-
jawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban
korporasi, korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan
perantaraan pengurus-pengurusnya. Dengan demikian, syarat kesalahan
yang eksternal (actus reus) pada korporasi tergantung pada hubungan
antara korporasi dengan pelaku materilnya. Tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat
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dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari
penyertaan tindak pidana tersebut, tidak mungkin korporasi sebagai
pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat (dader)
tetapi tidak dapat menjadi pelaku (pleger) tindak pidana.

Mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi ialah
sebagai berikut:'*

a) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertanggung jawab.

b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

c) Korporasi sebagi pembuat dan juga sebagai yang bertanggung
jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah
yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan
kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu
sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak
memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam
sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Adapun dasar
pemikirannya  adalah  korporasi itu sendiri  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu
penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang

diancam pidana dan dipidana."

18
Ibid., 86

"> Roeslan Saleh, Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta,
BPHN, 1984),. 50-51.
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Korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana, pertama dapat
terjadi dalam hubungan penyertaan umum dan kedua dalam hal
vicarious libility crime. Hal yang pertama dapat terjadi ketika pembuat
materiilnya adalah pimpinan korporasi. Sebaliknya, hal yang kedua
dapat terjadi jika pembuat materiilnya adalah bawahan atau tenaga-
tenaga pelaksana, atau pegawai yang bertindak dalam kerangka
kewenangannya dan atas nama korporasi. Pada subjek hukum manusia
syarat kesalahan ditentukan dari keadaan psikologis pembuat, yaitu
keadaan batin yang normal. Berbeda halnya dengan syarat kesalahan
(internal) pada korporasi. Pada korporasi syarat kesalahan dilihat dari
apakah korporasi tersebut telah menjadikan dapat dihindarinya tindak
pidana sebagai bagian kebijakannya dalam menjalankan usaha. Jika
kewajiban ini tidak dipenuhi, maka korporasi dapat dicela jika
karenanya terjadi suatu tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan syarat
kesalahan pada korporasi dalam kepustakaan disebut dengan syarat
kekuasaan.

Syarat  kekuasaan pada  korporasi meliputi wewenang
mengatur/menguasai  dan/atau  memerintah pihak yang dalam
kenyatannya melakukan tindakan terlarang, mampu melaksanakan
kewenangannya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-
keputusan tentang hal yang bersangkutan dan mampu mengupayakan
kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah

dilakukannya tindakan terlarang.
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Dalam hal pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada
korporasi, Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan empat sistem yang
dapat diberlakukan:'®
1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh

karenannya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban

pidana.

2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus
memikul pertanggungjawaban pidana.

3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri

yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan

keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Saat ini KUHP menganut sistem yang pertama, KUHP berpendirian
bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu
perbuatan yang merupakan delik dan tidak dapat memiliki mens rea
(sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan) yang salah tetapi
yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di
dalam melakukan perbuatan itu mempunyai mens rea.

Ada dua ajaran pokok yang menjadi alasan bagi pembenaran

dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-

' http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/12/subjek-hukum-pidana.html (19 April 2016)
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ajaran tersebut adalah doktrin strict liability dan doktrin vicarious
liability."

Doktrin strict liability, merupakan bentuk pertanggungjawaban
pidana dapat dibebankan kepada pelaku delik yang bersangkutan dengan
tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)
pada pelakunya. Hal ini dalam istilah hukum di Indonesia dikenal
dengan pertanggungjawaban mutlak. Dalam kaitannya dengan korporasi,
korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk delik-delik
yang tidak dipersyaratkan adanya mens rea bagi pertanggungajwaban
delik itu berdasarkan doktrin strict liability.

Doktrin pertanggungjawaban strict liability juga diatur dalam
Konsep Rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (1), yang
berbunyi:'® “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat
menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memerhatikan
adanya kesalahan”

Doktrin vicarious liability, dalam istilah hukum Indonesia dikenal
dengan istilah pertanggungjwaban vikarius, yang merupakan
pembebanan yang pertanggungjwaban pidana dari delik yang dilakukan,
misalnya oleh A kepada B. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau
pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan

maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan,

Y Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., 111.
18
lbid., 114
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tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak
menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh
keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh
perusahaan atau tidak.

Doktrin pertanggungjawaban vicarious liability diatur dalam konsep
rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (2), yang menyatakan:
“Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap
orang lain.”

Sangat sulit untuk dipastikan apakah vicarious liability dapat
diterapkan dalam setiap kasus, pertanyaannya adalah apakah vicarious
liability memiliki dasar yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban
korporasi. Alasan-alasan yang mendukung vicarious liability sebagian
besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua masalah yang ada
hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup
penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan
doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang
pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah
perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan
melimpahkan kegiatan 7/legal hanya kepada pekerjanya saja.

Disamping kedua doktrin ini menganai bentuk pertanggungjwaban

pidana, masih ada bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang lain,
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misalnya doktrin delegation, doktrin identification, doktrin aggregation,

the corporate culture model, dan reactive corporate fault. "°

C. Tindak Pidana Lingkung Hidup

1.

Undang-Undang tentang lingkungan hidup No. 23 Tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup dan No.32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam hukum lingkungan telah mengadopsi
pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada Pasal 45, 46 dan 47
dalam undang-undang.

Pasal 45 menyebutkan bahwa: “Apabila perbuatan pidana atau
tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan dalam hukum
lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana
denda diperberat dengan sepertiga.”

Pasal 47 menyatakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang
dilakukan badan hukum atau korporasi serta oleh pengurusnya,
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan (2), akan

diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang

' http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/12/subjek-hukum-pidana.html. (19 April 2016)
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Pidana atau tindak Pidana lingkungan hidup dalam hukum lingkungan
dapat pula dikenakan tindakan tata tertib, yaitu:*
Pasal 46

Ayat (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana
dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut
maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan
tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam
perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ayat (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini,
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh
orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar
hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan
pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka
yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa
mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan
kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana
secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 47

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
dan/atau

b) Penutupan perusahaan (seluruhnya/sebagaian),; dan/atau

¢) Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/atau

e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

) Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama
tiga tahun.

Dalam sanksi tindakan tata tertib, khususnya poin a dan b, tidak

menyebutkan adanya “pidana tambahan”. Namun sanksi berupa

20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentan Pengelolaan Lingkungan Hidup., 21
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“perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana” dan/atau
“penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan”.”' Pada hakikatnya
dapat dikelompokkan ke dalam jenis pidana tambahan. Perampasan
keuntungan pada hakikatnya merupakan perluasan dari “perampasan
barang” yang merupakan salah satu pidana tambahan menurut KUHP.
Demikian pula penutupan perusahaan, hakikatnya merupakan
perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak”, karena
penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya pencabutan
hak/izin berusaha. Satu hal lagi yang patut dicatat dari jenis-jenis sanksi
tersebut ialah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977
tidak ada perumusan eksplisit mengenai jenis sanksi pidana/tindakan
yang berupa “pemberian ganti rugi” langsung kepada korban. Namun
bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 47 sub c, sub d, dan sub e di atas
dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian “restitusi”.*
Penentuan kejahatan lingkungan hidup harus dimulai dari
penempatan kejahatan lingkungan hidup di dalam undang-undang, yang
lazim dikatakan sebagai Kriminalisasi. Tindak pidana lingkungan hidup
dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang tersebut merupakan payung

2t Ibid, pasal 47 sub a dan sub b.
2 Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., 170.
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hukum (umbrella act) dari undang-undang lain di bidang pelestarian
lingkungan hidup.

Pengaturan menyangkut lingkungan hidup sebelum lahirnya
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait
kejahatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur oleh
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari perumusan
Pasal 69 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dilarang:>

a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

¢) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

# Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup., 25
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g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan
hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan.

h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi
penyusun amdal, dan/atau

j)  Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan
yang tidak benar.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah
masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan
bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas
tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia
seluruhnya. Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kriminalisasi
kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga
diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115, Ketentuan pidana ini
mencakup 2 (dua) macam atau 2 (dua) kategori delik, yang pertama

adalah delik materil, diatur dalam pasal 98-99, dan yang kedua adalah
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delik formil.** Dalam UUPPLH terdapat 16 (enam belas) jenis delik
formil sebagaimana dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111,
kemudian pasal 113 hingga pasal 115 Pertama, pasal 100 UUPPLH
memuat rumusan delik formil tentang pelanggaran baku mutu air
limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan. Kedua, pasal 101
UUPPLH yakni delik formil tentang perbuatan melepaskan dan/atau
mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan. Ketiga, pasal 102 UUPPLH yakni melakukan pengolahan
limbah B3 tanpa izin. Keempat, pasal 103 UUPPLH tentang
menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan. Kelima,
pasal 104 UUPPLH tentang melakukan dumping limbah dan/atau bahan
ke media lingkungan. Keenam, pasal 105 UUPPLH yaitu memasukkan
limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketujuh,
pasal 106 UUPPLH tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedelapan, pasal 107 UUPPLH
limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesembilan, pasal 108 UUPPLH tentang melakukan pembakaran lahan.
Kesepuluh, pasal 109 adalah tentang kegiatan usaha tanpa memiliki izin
lingkungan. Kesebelas, pasal 110 UUPPLH tentang penyusunan
AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan AMDAL.

Kedua belas, pasal 111 UUPPLH tentang pejabat pemberi izin

** Syahrul Machmud, Penegekan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2012), 226-227.
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lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL. Ketiga belas,
pasal 111 ayat (2) UUPPLH tentang pejabat pemberi izin usaha tanpa
dilengkapi dengan izin lingkungan. Keempat belas, pasal 113 UUPPLH
tentang memberikan informasi palsu, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam
kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kelima belas,
pasal 114 UUPPLH tentang penanggung jawab kegiatan usaha yang
tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Keenam belas, pasal 115
UUPPLH tentang perbuatan sengaja mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini dapat
dilihat di UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-
undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang
baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta

penanggulangan dan penegakan hukum.
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Selain dalam Undang-undang pertanggungjawaban juga di atur
dalam KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) yang pada intinya,
seseorang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana
yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut
melakukan perbuatan itu. Jika beberapa perbuatan perhubungan,
sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang
diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan
walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau
pelanggaran jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah

peraturan yang terberat hukuman utamanya.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Dilakukan dengan sengaja

Hal ini dimuat dan dirumuskan pada pasal 22 ayat (1) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 yang bunyinya sebagai berikut:*
“Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menye-babkan
rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang
diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam
pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

» Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Perlu diketahui pendapat Laden Marpaung menurut penjelasan
resmi pasal 22 yang dirumuskan sebagai berikut,”® Mengingat akibat
perusakan dan atau pencemaran lingkungan dapat berbeda-beda, maka
pasal ini hanya menentukan ancaman pidana maksimal. Peraturan
perundang-undang yang mengatur segi-segi lingkungan hidup tetap
dapat menetapkan ancaman pidana yang di tetapkan dalam pasal ini
adalah nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.

b. Melakukan karena kelalaian

Hal ini juga dimuat dan dirumuskan pada pasal 22 ayat (2) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 yang bunyinya sebagai berikut:*’

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang

menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya

lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau
undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan

dengan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Rumusan pasal 22 ayat (2) serupa dengan rumusan pasal 22 ayat (1).
Bedanya terletak pada unsur subjektif yakni pada ayat (1) dilakukan
dengan sengaja, sedangkan pada ayat (2) dilakukan dengan/karena

kelalaian.

6 Laden Marpaung, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya, (Jakarta, Sinar
Grafika, 1997)., 25

?” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia.



